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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan
karuniaNya Penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirto Panguripan telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah
terhadap aspek-aspek berikut : Latar Belakang masalah, Identifikasi
masalah, Tujuan, Metode, yang diatur dalam Peraturan Bupati
terhadap Pedoman Pengadaan Barang/Jasa tentang pokok pikiran,
dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, Jangkauan, arah
pengaturan, kesimpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut
digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam
Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan regulasi
yang taat asas, dan transparasi sehingga kedepannya akan menjadi
masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala
Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-
kaidah yang berlaku, serta dapat memberikan gambaran singkat
terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa, untuk selanjutnya mendapat persetujuan

bersama.

Kendal, Juni 2025
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
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BAB I

PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirto Panguripan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang
dan Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang
dan Jasa yang dibiayai oleh anggaran Perusahaan Daerah Air
Minum Tirto Panguripan. Sehubungan dengan hal tersebut,
rancangan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa
Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan ini dimaksudkan
untuk dapat memberikan pedoman, prosedur mengenai tata cara
Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif sesuai dengan tatakelola perusahaan yang baik.
Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam
Peraturan Bupati ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi
yang kondusif, efisiensi belanja Perusahaan, dan percepatan
pelaksanaan rencana kegiatan anggaran perusahaan.

Guna untuk menghindari permasalahan dan/atau kesalahan
dalam pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Air Minum
Tirto Panguripan bagi para pelaksana, pelaksana harus memahami
dan melaksanakan sepenuhnya sesuai prinsip dasar pengadaan
Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Daerah Air Minum Tirto
Panguripan dapat dilakukan dengan efektif dan efesien dengan
prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan
yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun
manfaatnya bagi kelancaran tugas perusahaan untuk pelayanan

masyarakat.



B.Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang menjadi pembahasan materi

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang dan Jasa:

1.

Apakah pengertian penyediaan barang dan jasa Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan?

Bagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan?

Bagaimanakah swakelola pengadaan barang dan jasa
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan?

Apa pengertian panitia pengadaan barang dan penyedia barang
dan jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto
Panguripan?

Bagaimana siklus pengadaan barang dan jasa Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan?

Bagaimana teknik pengadaan barang dan jasa Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan?

C.Tujuan Penyusunan

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu :

1.
2.
3.

Meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa;
Mendukung penciptaan nilai tambah barang/jasa;
Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan
keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan
profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa; dan

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

D.Dasar Hukum

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan metode

kebutuhan pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah

Air Minim Tirto Panguripan berdasarkan ketentuan Hukum yg



berlaku yang harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis

Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa
sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Tengah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6494);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto
Panguripan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Nomor 206.



BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang
pedoman pengadaan barang dan jasa berisi batang tubuh yang

direncanakan meliputi:

1. Ketentuan Umum

2. Maksud dan Tujuan

3. Tata Nilai Pengadaan

4. Jenis dan Ruang Lingkup

5. Pihak - pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa

6. Rencana Umum Pegadaan

7. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

8. Pelaksanaan Swakelola

9. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia
10. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum
11. Ketentuan Peralihan

12. Ketentuan Penutup



BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah pengaturan

Sasaran jangkauan dan Arah Pemikiran Raperbup Pengadaan

Barang dan Jasa ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk

memperoleh Barang dan Jasa.

B. Ruang lingkup materi

Adapun Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan

Barang/Jasa meliputi:

1. Pengertian dan batasan pengadaan barang dan jasa,

tertuang dalam ketentuan Umum, yaitu :

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kebupaten
Kendal.

Bupati adalah Bupati Kendal.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto
Panguripan yang selanjutnya disingkat Perumda Air
Minum Tirto Panguripan adalah Badan Usaha Milik
Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirto
Panguripan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur
Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknik.
Pejabat adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirto
Panguripan yang menjabat Pejabat Struktural
berdasarkan Keputusan Direktur;

Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan
barang/jasa yang dilakukan oleh Perumda Air Minum

Tirto Panguripan yang dibiayai oleh anggaran Perumda



Air Minum Tirto Panguripan yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Direktur Utama sebagai pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Perumda Air
Minum Tirto Panguripan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA dan diberi
kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan
dan/atau  melakukan tindakan yang  dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran Perumda Air
Minum Tirto Panguripan.

Panitia Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh PA
untuk melaksanakan tender dan seleksi dengan
keanggotaan berjumlah gasal.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang bertugas
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan
Langsung, dan/atau E-Purchasing yang ditetapkan oleh
PA.

Pelaku usaha adalah Badan Usaha atau Perseorangan
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat
SPI adalah wunit kerja Perumda Air Minum Tirto
Panguripan yang dibentuk oleh Direktur Utama, untuk
membantu  dalam  melaksanakan  pemeriksaan
operasional dan pelaksanaannya pada perusahaan dan
memberikan saran perbaikan.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan



konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi berdasarkan
kontrak.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang
ditandantangani oleh PA, PPK, Panitia Pengadaan,
Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang
berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan
kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta akan
menyampaikan informasi yang benar dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Perumda Air Minum Tirto Panguripan.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana
pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh
Perumda Air Minum Tirto Panguripan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliput pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau keterampilan dalam sistem tata kelola yang
telah dikenal luas oleh dunia wusaha untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan.



Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang
ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh Perumda Air Minum
Tirto Panguripan.

Pembelian Langsung adalah metode pengadaan
barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung adalah metode pengadaan
barang/jasa lainnya dengan  nilai di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau jasa
konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Tender  adalah metode  pemilihan  Penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan
nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui system katalog elektronik atau toko daring.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan



aa.

bb.

CcC.

dd.

€e.

ff.

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati
oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana swakelola.
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun,
baik tertulis maupun tidak tertulis.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha.
Spesifikasi teknis adalah dokumen persyaratan teknis
yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau
standar internasional.

Keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status
keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau
status keadaan darurat bencana telah berakhir

dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau

10



masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko

bencana dan dampak yang lebih luas.

2. Tata Nilai Pengadaan

a. Prinsip Pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

S)

Efiensi berarti pengadaan barang/jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang terbatas untuk mencapai sasaran ditetapkan
dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang
dicapai dapat dipertanggungjawabkan;

Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan;

Terbuka dan Dbersaing, berarti pengadaan
barang/jasa harus terbuka bagi penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan
dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi
syarat/kriteria tertentu berdasarkan kententuan
dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai
dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
Transparan, berarti semua ketentuan dan
informasi mengenai pengadaan barang/jasa
termasuk syarat administratif dan @ teknis
pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya
terbuka bagi calon Penyedia Barang/Jasa yang
berminat serta bagi masyarakat luas pada
umumnya;

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan

perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia

11



6)

Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk
memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak
tertentu;

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik
fisik, keuangan maupun asas manfaat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta kententuan yang

berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Etika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta
menjaga  kerahasiaan dokumen = pengadaan
barang/jasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun
tidak langsung yang berakibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat;

Menerima dan bertanggung jawab atas segala
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis para pihak;

Menghindari dan mencegah terjadiya pemborosan
dan kebocoran keuangan dalam pengadaan
barang/jasa;

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan

Perumda Air Minum Tirto Panguripan; dan
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7)

Tidak menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan
berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan

pengadaan barang/jasa.

Jenis dan Ruang Lingkup

a.

Ruang lingkup pengadaan Barang/jasa meliputi :

1). Pengadaan barang;

2). Pekerjaan konstruksi;

3). Jasa lainnya; dan

4). Jasa konsultansi.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan
melalui:

1). Swakelola; dan/atau

2).

Penyedia Barang/Jasa.

Pihak — pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

a.

Pengguna Anggaran/PA

1).

2).

3).

PA dijabat oleh Direktur Utama Perumda Air Minum

Tirto Panguripan.

Tugas dan tanggung jawab PA/Pengguna Anggaran

sebagai berikut :

a. Mengawasi pelaksanaan anggaran;

b. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam
hal terjadi perbedaan pendapat; dan

c. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan
seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Kewenangan PA/Pengguna Anggaran sebagai

berikut :

13



a. Mengumumkan rencana umum pengadaan
paling kurang di website dan papan
pengumuman resmi Perumda Air Minum Tirto
Panguripan;

b. Menetapkan PPK, Panitia Pengadaan/Pejabat
Pengadaan, Tim Swakelola;

c. Menetapkan perencanaan pengadaan;

d. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia;

e. Menetapkan tim teknis atau tim ahli bila
diperlukan;

f. Menyusun dan menetapkan rencana biaya

pengadaan barang/jasa.

Pejabat Pembuat komitmen

1).

2).
3).

4).

PPK dijabat oleh pejabat pada Perumda Air Minum
Tirto Panguripan yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Utama.

PPK dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim Teknis.

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
tingkat dasar atau level 1.

b. Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memiliki
sertifikat tersebut sebagaimana dimaksud
huruf a, minimal pernah mengikuti pelatihan
pengadaan barang dan jasa tingkat dasar atau
level 1.

c. Menandatangani Pakta Integritas.

PPK mempunyai tugas sebagai berikut :

Menyusun perencanaan pengadaan;
Melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan
barang/jasa sesuai rencana kerja Perumda Air

Minum Tirto Panguripan;

14



Mengendalikan perjanjian dengan Penyedia
Barang/Jasa;

Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada PA dengan berita acara
penyerahan;

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian
pengadaan barang/jasa kepada PA;
Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk
penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap
triwulan;

Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
Membuat dan menandatangani Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan;

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan pengadaan
barang/jasa; dan

Mengusulkan perubahan paket pekerjaan
dan/atau jadwal kegiatan/lokasi pengadaan
kepada PA;

Menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka
Acuan Kerja (KAK);

. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
Menetapkan rancangan kontrak;
Menandatangani/menyetujui kontrak;
Mengendalikan kontrak;

Menetapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
Menetapkan surat penunjukan Penyedia
Barang/Jasa.

Mengendalikan kontrak.
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C.

Pejabat Pengadaan

Tugas Pejabat Pengadaan

1).

2).

3).

4).

5).

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung untuk pengadaan
barang/jasa lainnya dengan nilai di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) atau pekerjaan konstruksi dengan nilai
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah), atau jasa konsultansi dengan nilai paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah);

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan
Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang Dbernilai paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Melaksanakan pembelian langsung untuk
pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Panitia Pengadaan

1).

Tugas sebagai Panitia Pengadaan:
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2).

3).

4).

5).

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan penyedia;

b. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
untuk metode pemilihan :

(1) Tender/Penunjukan Langsung
Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran di atas Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah); dan

(2) Seleksi/Penunjukan Langsung
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
Pagu Anggaran di atas Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah).

Panitia Pengadaan sedikitnya beranggotakan 3
(tiga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan
kompleksitas pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
anggota  Panitia Pengadaan sebagaimana
dimaksud dapat ditambah dengan ketentuan
harus berjumlah gasal.

Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh Tenaga
Ahli/Tim Teknis.

Persyaratan sebagai Pejabat Panitia Pengadaan
harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Pegawai tetap Perumda Air Minum Tirto

Panguripan,;

b. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas;

c. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;

d. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang
menjadi tugas Pejabat Pengadaan/Panitia

Pengadaan yang bersangkutan;
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e. Memahami isi dokumen, metode dan
prosedur pengadaan;

f. Tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan pejabat yang menetapkannya sebagai
Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan;

g. Memiliki sertifikat kompetensi pengadaan
barang dan jasa tingkat dasar atau level 1 di
bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan

h. Dalam hal tidak terdapat pejabat yang
memiliki sertifikat tersebut sebagaimana
dimaksud huruf a minimal pernah mengikuti
pelatihan pengadaan barang dan jasa tingkat

dasar atau level 1.

Penyedia Barang/Jasa, dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

1).

2).

3).

4).

5).

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
teknis dan manajerial untuk menyediakan
barang/jasa;

Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan
sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan
pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi
Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang
dari 3 (tiga) tahun;

Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan
dan fasilitas lain yang diperlukan dalam
pengadaan barang/jasa;

Dalam hal akan melakukan kemitraan, penyedia
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6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).
13).

Barang/Jasa harus mempunyai Perjanjian kerja
sama operasi/kemitraan yang memuat persentase
kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut;

Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang
sesuai untuk wusaha mikro, usaha kecil, dan
koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang
pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan wusahanya tidak sedang dihentikan
dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani Penyedia
Barang/Jasa;

Sebagai wajib pajak, sudah memiliki Nomor Pokok
wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT
Tahunan);

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikat diri pada kontrak;

Tidak masuk dalam Daftar Hitam oleh
perusahaan/instansi manapun;

Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat
dijangkau dengan jasa pengiriman;
Menandatangani Pakta Integritas;

Belum pernah dikenakan peringatan keras secara
tertulis atau sanksi Pemutusan Kontrak Kerja oleh

perusahaan/instansi manapun.

Penyelenggara Swakelola

1)

Penyelenggara Swakelola terdiri sari Tim

Perencana, Tim Pelaksana dan/atau Tim
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5.

Pengawas;

2)  Tim Perencana memiliki tugas menyusun rincian
KAK  kegiatan/subkegiatan/output, = rencana
kerja, dan/atau spesifikasi teknis;

3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan,
melaporkan, mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;

4) Tim Pengawas memiliki tugas melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan dan
pelaporan, baik fisik maupun administrasi.

g. Pengelola sistem secara Elektronik

1) Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik
adalah Tim yang beranggotakan dengan jumlah
sesuai kebutuhan, yang diangkat melalui
Keputusan PA yang bertanggung jawab terhadap
kelancaran sarana/prasarana elektronik,
keberlangsungan aplikasi, dan segala informasi
yang dibutuhkan menyangkut aplikasi elektronik
pengadaan barang/jasa yang digunakan;

2) Tim Pengelola Sistem Pengadaan Secara
Elektronik bekerja  berdasarkan aplikasi
pengadaan barang/jasa yang
dibangun/disewakan oleh konsultan tekologi
informasi (IT) yang diperuntukkan bagi Perumda
Air Minum Tirto Panguripan,;

3) Tim Pengelola sistem Pengadaan secara elektronik

akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Rencana Umum Pegadaan
a. Rencana Umum Pengadaan mengacu pada Rencana

Kerja Anggaran (RKA).
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b. Rencana Umum Pengadaan meliputi kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

1).
2).
3).

4).
5).

6).

Identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa;
Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
Penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran
Biaya (RAB);

Pemaketan pengadaan barang/jasa;

Penetapan cara pelaksanaan pengadaan
barang/jasa; dan

Penyusun biaya pendukung.

c. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

1).

2).

3).

4).

PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK

barang/jasa menggunakan:

a. Produk dalam negeri;

b. Produk bersertifikat Standar Nasional
Indonesia (SNI);

c. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi
dari hasil produksi dalam negeri;dan

d. Produk ramah lingkungan hidup.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK

dimungkinkan penyebutan merk terhadap:

a. Komponen barang/jasa;

b. Suku cadang;

c. Bagian dari satu system yang sudah ada;

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik atau
toko daring;

Pemenuhan penggunaan produk dilakukan

sepanjang tersedia;

Produk ramah lingkungan hidup menggunakan

barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan

hidup.

d. Pemaketan Pengadaan
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1).

2).

Pemaketan  pengadaan  dilakukan  dengan

berorientasi pada:

a. Keluaran atau hasil,

b. Volume barang/jasa;

c. Ketersediaan barang/jasa;

d. Kemampuan pelaku usaha; dan/atau

e. Ketersediaan anggaran belanja.

Dalam melakukan pemaketan pengadaan,

dilarang :

a. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang
menurut sifat jenis pekerjaannya harus
dipisahkan;

b. Memecahkan pengadaan barang/jasa menjadi
beberapa paket yang menurut sifat pekerjaan
seharusnya dilakukan dalam satu kesatuan

paket/pekerjaan.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

1).

2).

3).

4).

Pengumuman Rencana Umum  Pengadaan
dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA)
ditetapkan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui website Perumda Air Minum
Tirto Panguripan dan papan pengumuman
Perumda Air Minum Tirto Panguripan.

Rencana Umum Pengadaan diumumkan kembali
apabila terdapat perubahan/penambahan
Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
sekurang-kurangnya memuat :

a. Paket pekerjaan yang dilakasanakan;

b. Lokasi pekerjaan; dan

c. Pagu pekerjaan.
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6. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
a. Persiapan Swakelola

1). Persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran,
penyelenggara swakelola, rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

2). Penetapan sasaran pekerjaan swekelola
ditetapkan oleh PA.

3). Penyelenggaraan swakelola direncanakan,
dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Perumda
Air Minum Tirto Panguripan sebagai
penanggungjawab anggaran dan/atau dapat
bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai
Tim Pelaksana Swakelola.

4). Rencana kegiatan swakelola memperhitungkan
tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang
dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri.

5). Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam
pelaksanaan swakelola tidak boleh melebihi 50%
(lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Tim
Pelaksana. Hasil persiapan swakelola dituangkan
dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output.

0). Biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola
dihitung berdasarkan komponen biaya
pelaksanaan swakelola.

b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

1). Perhitungan HPS dilakukan berdasarkan data
yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :

a. Harga pasar setempat yaitu Tharga
barang/jasa di lokasi barang/jasa
diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan

menjelang pengadaan barang/jasa;
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2).

3).
4).

k.

Daftar  biaya/tarif @ barang/jasa  yang
dikeluarkan oleh pabrikan /distributor
tunggal;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan
oleh  konsultan perencana (engineer’s
estimate);

Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang
berjalan dengan mempertimbangkan faktor
perubahan biaya;

Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis,
baik yang dilakukan dengan instansi lain
maupun pihak lain;

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan
secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber
data lain;

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan
secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS);

Norma indeks yang diterbitkan oleh instansi
teknis terkait atau Pemerintah Daerah
setempat;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga
berjalan, dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia;

Informasi harga barang/jasa di luar negeri
untuk tender/seleksi internasional;
dan/atau

Informasi lain yang valid yang digunakan.

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan

biaya overhead Penyedia Barang/Jasa.

Nilai total HPS tidak rahasia dan terbuka.

HPS digunakan sebagai :
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5).

6).

7).

a. Alat wuntuk menilai kewajaran harga
penawaran dan kewajaran harga satuan;

b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi
penawaran yang sah dalam pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya/jasa konsultansi;

c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai
jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainnya lebih rendah dari 80% (delapan
puluh per seratus) nilai total HPS.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran

kerugian.

Penyusunan HPS dikecualikan untuk pembelian

langsung yang menggunakan bukti pembelian

atau dengan nilai paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penetapan HPS paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode

pemilihan penyedia yang terdiri atas :

1).

2).

3).

Pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang
bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan
dengan cara membeli langsung kepada penyedia
barang/jasa;

Pengadaan langsung, yaitu Pengadaan
Barang/Jasa yang bersifat serdehana yang
dilakukan dengan cara mengundang 1 (satu)
penyedia barang/jasa untuk memasukkan
penawaran serta dilaksanakan evaluasi dan
negosiasi;

Penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan

untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan
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4).

5).

6).

konstruksi/Jasa  Konsultansi/Jasa  Lainnya
dalam keadaan tertentu;

Tender, yaitu metode pemilihan untuk
mendapatkan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/Jasa Lainnya,;

Seleksi, yaitu metode pemilihan untuk
mendapatkan penyedia jasa konsultansi; dan
Pembelian secara elektronik yang selanjutnya
disebut E-Purchasing yaitu tata cara pembelian

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Bentuk perjanjian dalam Pengadaan Barang/Jasa

terdiri atas :

1).
2).
3).
4).
5).

Bukti pembelian/pembayaran;

Kuitansi;

Surat Perintah Kerja (SPK);

Surat Perjanjian;

E-purchasing.

a. Bukti pembelian/pembayaran digunakan
untuk pengadaan barang/jasa lainnya
sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

b. Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b digunakan untuk pengadaan
barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp
50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

c. SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ digunakan untuk pengadaan
barang/jasa lainnya dengan nilai di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima
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ratus juta rupiah) atau pengadaan jasa
konstruksi dengan nilai di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan RpS500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi
dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d digunakan untuk
pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa
lainnya dengan nilai di atas
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
atau pengadaan jasa konsultansi dengan
nilai di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

Bukti  pembelian/pembayaran, kuitansi
dapat digantikan dengan SPK atau surat
perjanjian dalam hal dibutuhkan pengaturan

kontraktual yang rinci.

e. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

1).

2).

Jenis Kontrak pengadaan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya terdiri atas :

a.
b.
C.
d.

Keluaran (lumpsum);
Harga satuan (unit price);
Gabungan lumpsum dan harga satuan;

Terima jadi (turnkey

Jenis Kontrak pengadaan jasa konsultansi

berdasarkan pada:

a.

b.

Keluaran (lumpsum);

Waktu penugasan (time based).
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3).

4).

5).

6).

Kontrak tahun jamak (multiyears contract)
merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang
membebani lebih dari satu tahun anggaran (12
bulan).

Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan kontrak dengan ruang

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti
dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh
Penyedia,;

b. Berorientasi kepada keluaran (output based).

c. Pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai
dengan isi kontrak;

Kontrak harga satuan sebagaimanan dimaksud
pada ayat 2 huruf a merupakan kontrak
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk
setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih
bersifat perkiraan pada saat kontrak
ditandatangani;

b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah
seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan

sebagaimana dimaksud merupakan kontrak
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pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya gabungan lumpsum dan harga satuan
dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

7). Kontrak berdasarkan waktu penugasan (time
based) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf
b merupakan kontrak jasa konsultansi untuk
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa
didefinisikan dengan rinci dan waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
belum bisa dipastikan.

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan

pelaksanaan pekerjaan. Pemberian uang muka

dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat
dalam dokumen tender/seleksi. Uang muka dapat
ditentukan sebagai berikut :

1). Paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai
kontrak untuk Usaha Kecil;

2). Paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai
kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa
konsultansi;

3). Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat
diberikan :

a. Paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari
kontrak tahun pertama; atau

b. Paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari
nilai kontrak.

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

1) Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri
atas :

a. Jaminan penawaran, diberlakukan untuk
pengadaan  pekerjaan  konstruksi dan

pengadaan barang/jasa yang dilakukan
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2)

secara terintegrasi dengan nilai di atas

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jaminan penawaran ditetapkan oleh Panitia

Pengadaan dengan nilai antara 1% (satu

perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari

total HPS.

Jaminan pelaksanaan, diberlakukan untuk

kontrak pengadaan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas

Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah).

Jaminan Pelaksana tidak diperlukan dalam

hal Pengadaan jasa lainnya, dimana aset

Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna, dab

Pengadaan dalam rangka penanganan

keadaan darurat.

Jaminan pelaksanaan berlaku sampai

dengan serah terima pekerjaan pengadaan

barang/jasa lainnya atau serah terima
pertama pekerjaan konstruksi.

Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah

sebagai berikut :

(1) Untuk nilai penawaran antara 80%
(delapan puluh perseratus) sampai
dengan 100% (seratus perseratus) dari
nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar
5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

(2) Untuk nilai penawaran di bawah 80%
(delapan puluh perseratus) dari nilai
HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5%

(lima perseratus) dari nilai HPS.

Jaminan Sanggah Banding; hanya untuk

pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
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3) Jaminan uang muka; diserahkan Penyedia kepada
PPK senilai uang muka. secara bertahap dapat
dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa
uang muka yang diterima.

4) Jaminan pemeliharaan; diberlakukan untuk
pekerjaan konstruksi atau jasa lainnnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal
Penyedia menerima uang retensi pada serah
terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
Jaminan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja
setelah masa pemeliharaan selesai. Besaran nilai
jaminan  pemeliharaan sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai kontrak.

Sertifikasi Garansi

Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan
penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sertifikat
garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang
ditunjuk secara sah oleh produsen. Sertifikat garansi
ditujukan kepada Perumda Air Minum Tirto
Panguripan untuk memudahkan proses klaim
terhadap garansi.

Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut : diberlakukan terhadap kontrak tahun
jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak
berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum
dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan
dokumen  pemilihan, tata cara penghitungan

penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas
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dalam Dokumen pemilihan dan/atau perubahan

dokumen pemilihan yang merupakan bagan tidak

terpisahkan dari kontrak.

Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian

harga terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak
tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan. diberlakukan mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan

Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
keuntungan, biaya overhead, dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam
penawaran

Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum
dalam kontrak

Penyesuaian harga satuan bagi komponen
pekerjaan yang berasal dari luar negeri,
menggunakan indeks penyesuaian harga dari
negara asal barang tersebut

Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut
ditandatangani.

Indeks yang digunakan apabila pelaksanaan
kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
Penyedia Barang/Jasa adalah indeks terendah

antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
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Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa lainnya
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa lainya dilakukan dengan :
1) Pembelian langsung;
dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa
lainnya yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2) Pengadaan langsung;
dilaksanakan untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

3) Penunjukan langsung;

dilaksanakan untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam
keadaan tertentu.

4) Tender; atau

5)  E-Purchasing.

Metode evaluasi penawaran Penyedia

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan

dengan:

1) Sistem nilai;
digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan
penilaian teknis dan harga.

2) Penilaian biaya selama umur ekonomis
digunakan untuk Pengadaan Barang yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai
sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

3) Harga terendah
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Linnya dalm hal menjadi dasar
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penetapan pemenang diantara penawaran yang
memenuhi persyaratan teknis.
Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri

atas :

1) Pengadaan langsung;
dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang
bernilai sampai dengan Rp250.000.000,00(dua
ratus lima puluh juta rupiah).

2) Penunjukan langsung; dan

dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan

kondisi tertentu.

Kriteria jasa konsultansi dengan kondisi

tertentu meliputi :

a. Jasa konsultansi yang hanya dapat
dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku usaha yang
mampu,;

b. Jasa konsultansi yang hanya dapat
dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta
yang telah terdaftar atau pihak yang telah
mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya,
untuk menghadapi gugatan dan/atau
tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada
Perumda Air Minum Tirto Panguripan, yang
sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau
pembelaannya harus segara dan tidak dapat
ditunda;

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk

jasa konsultansi yang sama;
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3)

4)

€.

Jasa konsultansi yang setelah dilakukan
seleksi ulang mengalami kegagalan;
Pemilihan penyedia untuk melanjutkan jasa
konsultansi dalam hal terjadi pemutusan
kontrak;

Jasa konsultansi yang bersifat rahasia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau

h. Jasa ahli Dewan Sengketa konstruksi.

Seleksi. digunakan untuk jasa konsultansi

bernilai di atas Rp250.000.000,00(dua ratus

lima puluh juta rupiah).

Metode evaluasi penawaran Penyedia jasa

konsultansi dilakukan dengan:

a. Kualitas dan biaya; digunakan untuk

Pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan,
jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti
dalam KAK.

Evaluasi  Kualitas; digunakan  untuk
pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan |,
jenis tenaga ahli dan waktu penyelesaian
pekerjaan tidak dapat diuraian dengan pasti
dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia
Jasa Konsultansi Perorangan.

Pagu Anggaran;atau jenis tenaga ahli dan
waktu penyelesaian pekerjaanhanya
digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan
sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti
dalam KAK dan penawaran tidak boleh

melebihi Pagu Anggaran.
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d. biaya terendah. digunakan untuk pekerjaan
standart atau bersifat rutin yang praktik dan
standar pelaksanaan pekerjaannya sudah
mapan.

m. Kualifikasi
Kualifikasi dalam Pengadaan Barang/jasa merupakan
evaluasi kompetensi, kemampuan wusaha dan
pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Panitia
Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi
yang diskriminatif dan tidak objektif. Selain itu
Penilaian kualifikasi menggunakan sistem gugur yang
dilakukan setelah evaluasi penawaran terhadap
persyaratan kualifikasi dapat dilakukan pembuktian
kualifikasi.

n. Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa ditetapkan
berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pejabat
Pengadaan /Panitia Pengadaan dan Penyedia
Barang/Jasa untuk setiap tahapan pemilihan sesuai
dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan.

o. Dokumen pengadaan Barang/Jasa terdiri sebagai
berikut:

1). Dokumen kualifikasi; dan

2). Dokumen pemilihan;

3). Dokumen Teknis (HPS, Gambar, Spesifikasi
Teknis/KAK);

4). Draft kontrak.

7. Pelaksanaan Swakelola
a. Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut :
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1).

2).

3).

PA dapat menggunakan pegawai Instansi
Pemerintah /Perguruan Tinggi dan/atau tenaga
ahli;

Penggunaan pegawai instansi pemerintah
/Perguruan Tinggi dan/atau tenaga ahli tidak
boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah Tim Swakelola;

Dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa
melalui Penyedia Barang/Jasa, dilaksanakan

berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pembayaran Swakelola

Pembayaran pelaksanaan swakelola diatur dengan

Peraturan Direksi.

Pengawasan dan Pertanggung jawaban

1).

2).

3).

4).

Tim Pelaksana melaporkan Kemajuan
pelaksanaan  swakelola dan  penggunaan
keuangan kepada PPK secara berkala.

Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan
disampaikan secara berkala oleh PPK kepada PA.
Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan
swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah
Terima.

Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Tim

Pengawas secara berkala.

8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

a.

Pelaksanaan  pemilihan melalui tender/seleksi

meliputi:

1).  Pelaksanaan kualifikasi;

2).  Pengumuman dan/atau undangan;

3). Pendaftaran dan  pengambilan dokumen

pemilihan;
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4).  Pemberian penjelasan (aanwijzing/ pre-bis

meeting);
S). Penyampaian dokumen penawaran;
0). Evaluasi dokumen penawaran;
7). Penetapan dan Pengumuman Pemenang;dan
8). Sanggah

Pelaksanaan Kontrak
Pelaksanaan kontrak terdiri atas :
1). Penetapan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ);

2). Penandatanganan kontrak;
3). Pemberian uang muka;
4).  Pembayaran prestasi pekerjaan;

5).  Perubahan kontrak;

6). Penyesuaian harga;

7).  Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
8). Pemutusan kontrak;

9). Serah terima hasil pekerjaan;dan/atau

10). Penanganan keadaan kahar.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada
Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian
uang muka, retensi dan denda. Retensi sebesar 5%
(lima  perseratus) digunakan sebagai jaminan
pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan
Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan.

Kontrak

Kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
memuat sekurang-kurangnya : Identitas para pihak,
Hak dan kewajiban para pihak, Nilai, Jangka waktu

pelaksanaan, Sanksi, Keadaan kahar.
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Perubahan kontrak dalam pengadaan baran/jasa jika

terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak,

PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan

kontrak, yang meliputi :

1). Menambah atau mengurangi volume yang
tercantum dalam kontrak;

2). Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3). Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan
kondisi lapangan; atau

4). Mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan

penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak

dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Pemberhentian kontrak dan berakhirnya kontrak

diatur sbb:

1). Kontrak berhenti apabila masa pelaksanaan
kontrak berakhir atau karena keadaan kahar.

2). Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan
pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak
berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia
mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK
memberikan  kesempatan  Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak,

kedua belah pihak terlebih dahulu menyelesaikan

perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk

mufakat.
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Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan
Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan
melalui:

1). arbitrase;

2). Dewan sengketa konstruksi;

3). Penyelesaian melalui pengadilan

Serah terima hasil Pekerjaan  dilakukan Setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk serah terima barang/jasa.

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
yang diserahkan.

PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima.

PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA.

Serah terima sebagaimana dimaksud dituangkan

dalam berita acara.

9. Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum

a.

Pengawasan Internal

Direksi wajib melakukan pengawasan pengadaan
barang/jasa melalui SPI. dapat dilakukan melalui
kegiatan audit, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain. Audit pengadaan barang/jasa
meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, hingga pelaksanaan kontrak terhadap
ketaatan/kepatuhan dan kewajaran harga. Monitoring
dan evaluasi. dilaksanakan melalui sistem monitoring
dan evaluasi pengadaan  barang/jasa. Hasil
pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
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Jenis dan ruang lingkup pengawasan pengadaan

barang/jasa meliputi:

1). Pemenuhan wvalue for money (ekonomi, efisiensi
dan efektivitas);

2). Percadangan paket untuk Usaha Kecil; dan

3). Pengadaan berkelanjutan.

Pengaduan Oleh Masyarakat

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI,

disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau

autentik. SPI menindaklanjuti pengaduan sesuai

kewenangannya. Setelah itu melaporkan hasil tindak

lanjut pengaduan kepada Direktur Utama. Direktur

Utama melaporkan kepada instansi yang berwenang

dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang

merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirto

Panguripan. Direktur Utama memfasilitasi masyarakat

dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Sanksi Bagi Penyedia Barang/Jasa

1). Dalam hal peserta pemilihan:

a. Menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak  benar untuk  memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam dokumen
pemilihan;

b. Terindikasi  melakukan  persekongkolan
dengan peserta lain untuk mengatur harga
penawaran;

c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan
penyedia barang/jasa;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima oleh pejabat

pengadaan/panitia pengadaan;
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2).

3).

4).

€.

Peserta pemilihan dikenai sanksi

adminstratif.

Dalam hal pemenang pemilihan mengudurkan diri

dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum

penandatanganan kontrak, pemenang pemilihan

dikenakan sanksi administratif.

Dalam hal penyedia:

a.

Tidak melaksanakan Kontrak, tidak
menyelesaikan  pekerjaan, atau tidak
melaksanakan kewajiban dalam masa
pemeliharaan;

Menyebabkan kegagalan bangunan;
Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat
dicairkan;

Melakukan kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil
audit;

Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan
hasil audit;

Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesua

dengan Kontrak.

Sanksi bagi PA/PPK/Panitia/Pejabat Pengadaan/

Penyelenggara Swakelola:

a.

PA /PPK/Panitia/PejabatPengadaan/Penyele

nggara Swakelola yang lalai melakukan suatu
perbuatan yang seharusnya  menjadi
kewajibannya, dikarenakan sanksi
administratif berupa : Teguran secara lisan,
Teguran secara tertulis, atau Pernyataan

tidak puas secara tertulis
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b. PA/PPK/Panitia/Pejabat
Pengadaan/Penyelenggara Swakelola yang
terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
pengadaan barang/jasa, dikenakan sanksi
administratif dan dilaporkan kepada pihak
yang berwenang.

5). Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan

Barang/Jasa

Perumda Air Minum Tirto Panguripan wajib

memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku

pengadaan barang/jasa dalam menghadapi
permasalahan  hukum  terkait pengadaan

barang/jasa.

10. Ketentuan Peralihan

a.

Pengadaan barang/jasa yang sudah berjalan dan/atau
sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan
Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku saat ini sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini.

Kontrak yang ditandatangani sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya kontrak.

11. Ketentuan Lain-Lain

a.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengadaan
barang/jasa maka Perumda Air Minum Tirto
Panguripan mengembangkan sistem pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik
diterapkan secara bertahap.

Pelaksanaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum

Tirto Panguripan dilakukan secara manual atau non
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elektronik selama sistem pengadaan barang/jasa
secara elektronik belum tersedia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengadaan
barang/jasa Perumda Air Minum Tirto Panguripan
ditetapkan dalam Peraturan Direksi, sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi dapat ditarik beberapa kesimpulan,

sebagai berikut:

1.

Adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto
Panguripan sangat penting sebagai dasar atau landasaran
hukum untuk melakukan kegiatan pengadaan Barang dan
jasa sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan menjamin
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan.
Adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan
Barang dan Jasa membantu memastikan barang dan jasa
yang dibutuhkan perushaan Daerah Air Minum Tirto
Panguripan diperoleh dengan harga yang kompetitif, kualitas
yang memadai, dan tepat waktu.

Adanya Peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan
barang dan jasa ini menetapkan prosedur yang jelas dan
sistematis untuk pengadaan, sehingga prosesnya lebih
efisien dan efektif, juga memastikan proses pengadaan
terbuka dan dapat diaudit, sehingga mencegah praktik
korupsi dan penyimpangan.

Selain itu Peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan
barang dan jasa ini menetapkan tanggung jawab dan
pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam
pengadaan, sehingga setiap tindakan dapat

dipertanggungjawabkan.

Saran

Dengan adanya Peraturan Bupati ini agar semua pihak yang

terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar memahami dan
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mempedomani dan ditegakkan dengan baik, sehingga pengadaan
barang dan jasa dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan
akuntabel, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan
pembangunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto

Panguripan.
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